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EVALUASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT  




PD. BPR of Local Bank is one financial institution whose function is to collect the 
fund from the society in the form of saving and deposit and redistribute them in the form of 
credit, among other. Recalling that the process of credit issuance contains the risk of 
deviation and has substantial risk namely whether the loan as well as credit interest given 
to the customer can return consistent with the credit issuance agreement, a good internal 
control system is needed. With the presence of good internal system, it is expected to be 
used in evaluating, controlling and studying precisely the size of loan given to the society. 
This research aims to find out the procedure of system application and credit 
issuance occurring in the activity undertaken by PD.BPR of Local Bank, to find out the 
problem occurring in the system and procedure of credit issuance encountered, as well as 
to find out the measures taken by PD.BPR of Local Bank in solving problem its faces 
concerning the system and procedure of credit issuance. 
This research was done with the primary data collection method by which the data 
is obtained directly from the company and with interview, that is, the question-answer 
method conducted directly with the competent party in this problem. 
From the result of research, it can be concluded that credit issuance system in 
PD.BPR of Regency Karanganyar’s Local Bank has proceeded well despite some weaknesses. 
The recommendations given include: there should be printed sequenced numbered-form, 
the credit application form and credit agreement letter should be made doubly, there 
should be a separation between credit application and credit analysis functions, compulsory 
furlough, and the selection of prospect debtor should be done selelctively. 
 
 






A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 
PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar didirikan pada 15 Maret 1959 oleh 
pemerintah Kabupaten Karanganyar berdasarkan SK. Bupati Kepala Daerah 
Dati II Karanganyar No. AA 002/69 dengan nama Lembaga Kredit Daerah 
atau LKD. Bapak Drs. Budi Hartono adalah pimpinan pertama lembaga ini 
bersama sembilan orang karyawan bermodalkan Rp 1.500.000,-. LKD 
memulai operasionalnya dari sebuah kantor sederhana berupa dua buah loket 
berukuran 3x4 di pasar Karanganyar. Tujuan lembaga ini tiada lain adalah 
member kredit kepada para pedagang kecil di pasar-pasar, para pegawai atau 
karyawan, dan pelaku usaha di pelosok pedesaan. 
Seiring berjalannya waktu, operasional LKD mulai menunjukkan 
perkembangan. Tahun 1971 kepemimpinan LKD  dialanjutkan oleh bapak 
Soeharsono, BA. yang memimpin sampai tahun 1982. Pada era bapak 
Soeharsono, BA. ini tepatnya pada tahun 1974 LKD dikukuhkan menjadi unit 
perusahaan daerah berdasarkan SK. DPRD Karanganyar No. Kep. 
11/DPRD/1974 tentang pendirian Perusahaan Daerah LKD. Pada 
perkembanganya kemudian, berdasarkan Perda No. 12 tahun 1979, LKD ini 
 
 
ditetapkan menjadi PD. Bank Pasar Kabupaten Karanganyar, dengan izin 
usaha Menteri Keuangan No. S-169/ MK.11 /1983. 
Mulai tahun 1982, kepemimpinan digantikan oleh bapak Soehardjo, 
SE,MM. Pada periode ini PD. Bank Pasar semakin berjuang keras dalam 
mencapai kesejajaran dengan perusahaan perbankan lain di tanah air. Sarana 
dan prasarana pelayanan semakin ditingkatkan. Pada tahun 1983, kantor 
pelayanan dipindahkan ke kantor baru yang lebih representative di Kompleks 
Perkantoran Cangakan pusat kota Karanganyar. 
Paska perubahan status menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
merupakan titik tolak bagi perkembangan PD. BPR. Bank Dareah 
Karanganyar untuk berkembang menjadi perusahaan perbankan modern. 
Dinamika pertumbuhan PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar sejak fase-
fase awal sampai sekarang, tidak dapat dilepaskan dari peranan manajemen 
perusahaan perbankan ini. Seluruh pencapaian prestasi kinerja yang telah 
diraih oleh PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar ini merupakan hasil kerja 
keras manajemen dan peran Bupati Karanganyar beserta seluruh jajarannya, 
selaku pembina, sekaligus pemilik, para nasabah, segenap relasi dan instansi 






2. Visi dan Misi PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar 
Visi dan Misi PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten Karanganyar adalah 
sebagai berikut : 
a. Visi  
Menjadikan PD. BPR. Bank Daerah karanganyar sebagai Bank yang 
sehat, mampu bersaing dengan selalu mengutamakan pelayanan prima  
b. Misi 
1) Memberantas lintah darat yang berada di Kabupaten Karanganyar 
terutama di pasar-pasar. 
2) Melaksanakan fungsi intermediasi dalam bidang penghimpunan dana 
dan pemberian kredit secara professional. 
3) Menambah pendapatan Pemerintah Daerah. 
 
3. Lokasi Perusahaan 
PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar terletak di Kompleks Perkantoran 
Cangakan Karanganyar 
 
4. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 
perusahaan untuk pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari 
masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan agar tidak terjadi 
kesimpangsiuran dalam menjalankan tugasnya. Struktur organisasi yang baik 
akan berpengaruh terhadap kelancaran operasional suatu organisasi 
 
 
perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur  ini 
mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, 
sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran 
(ukuran) suatu kerja. 
Adapun struktur organisasi pd. BPR. Bank Daerah Karanganyar dapat 























STRUKTUR ORGANISASI  














































































5. Diskripsi Jabatan 
 Yang dimaksud dengan deskripsi jabatan adalah uraian tertulis atau 
penggambaran mengenai tugas dan tanggung jawab masing- masing bagian 
yang terdapat dalam struktur organisasi. 
Deskripsi jabatan pada masing-masing bagian dalam struktur organisasi 
PD. BPR. Bank Daerah karanganyar akan dijelaskan sebagai berikut ini. 
1. Direksi 
a. Tugas Pokok : 
1) Menentukan Kebijaksanaan umum bank sesuai tujuan bank 
2) Memimpin kegiatan perusahaan secara keseluruhan berdasarkan 
kebijaksanaan yang ditetapkan Badan Pengawas 
3) Mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan menurut 
kebijaksanaan pemimpin PD. BPR. Bank Daerah 
4) Mewakili perusahaan di dalam dan di luar perusahaan, atau 
menunjuk orang lain selaku kuasanya. 
b. Wewenang : 
1) Menghimpun dan membuat pengumuman-pengumuman atau 
peraturan-peraturan bank 
2) Mengurus dan mengawasi kekayaan bank 
3) Mengangkat dan mengurus kesejahteraan karyawan 
4) Menyelenggarakan promosi dan membina hubungan dengan 
instansi dan para mitra usaha/nasabah 
 
 
5) Melaksanakan kebijaksanaan moneter yang telah ditentukan oleh 
Bank Indonesia. 
2. Badan Pengawas 
a. Tugas Pokok : 
1) Menyusun dan menetapkan kebijaksanaan umum dan tata tertib 
perusahaan dengan disahkan bupati 
2) Dalam batas-batas kewenangannya mengawasi dan menjaga agar 
ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus  PD. BPR.  
Bank Daerah ditaati 
3) Mengawasi secara langsung atau tidak langsung pekerjaan dan 
tindakan Direksi dalam mengelola harta milik perusahaan 
4) Memberikan saran dan nasehat kepada Direksi. 
b. Wewenang : 
1) Memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat dan mencocokkan 
uang yang ada dalam kas 
2) Meminta bantuan para ahli untuk melakukan pemeriksaan atas 
biaya perusahaan (bank) 
3) Memberi ijin atau persetujuan kepada direksi dalam hal-hal yang 
diperlukan, misalnya dalam keputusan pemberian kredit, dalam 
jumlah tertentu 
4) Membebastugaskan seorang anggota Direksi yang dinilai 




5) Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran serta 
laporan pertanggungjawaban tahunan yang disampaikan oleh 
Direksi.  
3. Bagian Pengerahan Dana 
 Tugas Bagian Pengerahan Dana secara umum yaitu : 
a. Membantu Direksi di bidang tugasnya 
b. Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi terhadap kegiatan dan 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seksi- seksi dibawah 
wewenangnya 
c.  Mengusahakan pengembangan dana 
d. Meneliti setiap pengeluaran/pencairan tabungan, simpanan umum dan 
deposito 
e. Meneliti dan menandatangani laporan mutasi harian seksi- seksi yang 
berada dibawahnya. 
Untuk tugas-tugas dari bagian yang ada pada unit pengerahan dana yaitu : 
a. Tugas Seksi Deposito : 
1) Mengusahakan penarikan deposito semaksimal mungkin 
2) Memberikan penerangan dan penjelasan tentang prosedur 
pemasukan dan pencairan deposito kepada deposan 
3) Menyerahkan bilyet deposito kepada Direksi untuk dikoreksi dan 
ditandatangani 
4) Mengelola administrasi deposito secara baik 
 
 
5) Membuat laporan rutin tentang perkembangan deposito kepada 
Kepala Bagian Pengerahan Dana 
6) Mengirim bunga deposito kepada deposan yang bunganya minta 
dikirim 
7) Mencocokkan transaksi deposito secara harian dengan kasir 
8) Mencatat dan memisahkan deposito menurut jangka waktunya.  
b. Tugas Seksi Tabungan : 
1) Mengusahakan penarikan tabungan semaksimal mungkin 
2) Memberikan penerangan dan penjelasan tentang prosedur 
pemasukan dan pengeluaran tabungan kepada para penabung 
3) Mencatat mutasi ke dalam buku harian tabungan menurut jenisnya 
4) Mencatat setiap pengeluaran buku tabungan ke dalam register 
5) Mencocokkan mutasi tabungan harian kasir 
6) Mengontrol tandatangan penabung untuk transaksi pengambilan 
tabungan 
7) Mengelola administrasi tabungan dengan baik 
8) Mencatat dan memisahkan tabungan menurut jenisnya 
9) Membuat laporan rutin tentang perkembangan tabungan kepada 
Kepala Bagian Pengerahan Dana. 
4. Bagian Kas 
 Tugas pokok dari Bagian Kas secara umum yaitu ; 
a. Membantu Direksi di bidang tugasnya 
 
 
b. Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi tanggung jawab seksi- 
seksi di bawah wewenangnya 
c. Mempertanggungjawabkan keselamatan uang tunai, surat-surat 
berharga yang menjadi kekayaan dan tersimpan di bank 
d. Menyediakan, mengeluarkan cek untuk Direktur Utama 
e. Memegang kunci brankas serta bertanggung jawab atas keselamatan 
barang-barang yang tersimpan di dalamnya. 
Tugas seksi-seksi yang ada dalam Bagian Kas yaitu : 
a. Seksi Administrasi Kas 
1) Mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke 
dalam Buku Kas Harian 
2) Menjumlah dan membandingkan penerimaan dan pengeluaran kas  
untuk mengetahui kegiatan kasir dan sisa kas setiap hari 
3) Menyimpan bukti-bukti kas sesuai dengan rekening masing-
masing 
4) Membuat laporan kas secara harian kepada Kepala Bagian Kas 
b. Seksi Kasir  
1) Mempersiapkan uang dari kas dalam bentuk persediaan uang kas 
harian baik untuk keperluan kantor pusat maupun loket pembantu 




3) Membayar uang persekot buka dan menerima dari petugas Pos 
pembantu/loket 
4) Menyetorkan dan mengambil unag di bank-bank lain 
5) Mencocokkan sisa uang dengan seksi administrasi kas 
6) Menyetorkan sisa uang kas ke kas besar kepada Kepala Bagian 
Kas  
5. Bagian Pembukuan 
 Tugas pokok dari bagian Pembukuan yaitu : 
a. Membantu Direksi di bidang tugasnya 
b. Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi terhadap kegiatan dan 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seksi-seksi di bawah 
wewenangnya. 
c. Meneliti kebenaran laporan Neraca dan Rugi/laba 
d. Mengontrol bukti-bukti kas mutasi setiap hari 
e. Melaporkan perkembangan likuiditas, realisasi keuntungan, 
perkembangan kekayaan dan kewajiban bank serta perkembangan 
aktiva kepada Direktur Utama 
f. Membuat perhitungan pajak 
Tugas dari seksi-seksi dari Bagian Pembukuan yaitu : 
a. Seksi Perencanaan 
1) Menyusun perencanaan bank, baik rencana jangka pendek 
maupun jangka panjang 
 
 
2) Menyusun rencana keuangan bank termasuk Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Bank 
3) Perencanaan sistem pembukuan sesuai dengan perkembangan 
bank 
4) Perencanaan struktur organisasi bila diperlukan karena 
perkembangan volume usaha 
5) Memberikan input kepada semua unit organisasi tentang 
perencanaan perusahaan dan melaporkan kepada Kepala Bagian 
Pembukuan. 
b. Seksi Administrasi Pembukuan 
1) Mengontrol bukti-bukti kas dari mutasi yang terjadi setiap hari 
2) Mengerjakan buku kas harian kredit pasar, desa, umum, dan 
karyawan 
3) Mengerjakan buku kas harian bank, membuat jurnal buku besar 
dan membuat neraca lajur harian 
4) Mengerjakan ledger, daftar nominative, piutang dan ongkos harian 
5) Mengklasifikasikan semua pembayaran 
6. Bagian Kredit 
 Tugas pokok dari Bagian Kredit yaitu : 
a. Membantu Direksi di bidang tugasnya 




c. Meneliti permohonan kredit, menyimpan, mengawasi jaminan kredit 
serta mengurus pengembalian/pelunasan kredit 
d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direksi mengenai 
langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya 
e. Menyelenggarakan administrasi kredit dan membuat laporan kepada 
Direksi tentang pelaksanaan tugasnya 
f. Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi terhadap kegiatan dan 
pelaksanaan tugas seksi-seksi di bawah wewenangnya. 
Tugas dari seksi-seksi yang ada di bawah wewenang Bagian Kredit  
adalah sebagai berikut : 
a. Seksi Kredit Bulanan 
1) Memberikan penerangan dan penjelasan tentang kredit pegawai 
dan kredit umum kepada calon nasabah 
2) Memberikan referensi kepada semua dinas yang pegawainya 
menjadi nasabah Bank Daerah 
3) Mendaftar dan menentukan tanggal realisasi pencairan kredit 
4) Memeriksa dan mengoreksi blangko permohonan kredit 
5) Memberikan berkas permohonan kredit kepada Kepal Bagian 
Kredit untuk dilihat permintaannya 
6) Memproses permohonan kredit 
7) Menyimpan dengan baik berkas-berkas kredit 
8) Mencocokkan pengeluaran kredit secara harian dengan bagian kas 
 
 
9) Mencatat semua jaminan dan menyimpan barang jaminan dengan 
baik 
b. Seksi Kredit Pasar dan Desa 
1) Memberikan penerangan dan penjelasan tentang tata cara 
pengambilan dan pengembalian kredit kepada nasabah pasar dan 
desa 
2) Mengkoordinir dan mengawasi tentang pelaksanaan pelayanan 
kredit pasar dan desa 
3) Memeriksa dan mengoreksi blangko permohonan kredit 
4) Menyimpan dengan baik berkas-berkas permohonan kredit 
5) Mencatat semua jaminan kredit dalam buku tanda terima jaminan 
dan menyimpan barang jaminan dengan baik 
6) Memberikan persetujuan tentang pengambilan uang dari kasir 
untuk buka di loket pembantu 
7) Mencocokkan semua pengeluaran kredit secara harian dengan 
bagian kas 
8) Membuat neraca dan rugi/laba bulanan untuk dilaporkan ke 
bagian kredit. 
7. Bagian Pengawas 
 Bagian Pengawasan mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 
a. Membantu Direksi di bidang tugasnya 
b. Melakukan pengawasan atas administrasi keuangan dan pengelolaan 
penggunaan dana serta seluruh milik bank 
 
 
c. Meneliti kebenaran dan kelengkapan laporan-laporan keuangan 
terurtama neraca dan perhitungan rugi/laba 
d. Mengadakan pengawasan atas anggaran pendapatan dan belanja bank 
e. Mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kerja dan 
prosedur kerja dari masing-masing unit kerja sesuai dengan struktur 
organisasi dan tata kerja bank 
f. Mengadakan pengawasan tentang prosedur pembelian, pengelolaan 
dan penyimpanan barang perlengkapan kantor dan inventaris bank 
g. Membuat laporan tentang hasil pemeriksaan secara berkala kepada 
Direksi 
Tugas dari seksi-seksi yang ada pada Bagian Kredit yaitu : 
a. Seksi Pengawasan Kredit 
1) Melakukan audit atas pelaksanaan pemberian kredit sampai 
dengan pengembalian angsuran 
2) Melakukan audit atas pelaksanaan sistem penagihan kredit 
3) Melakukan pengecekan langsung kepada nasabah tentang 
kebenaran data-data perkreditan 
4) Mengadakan peninjauan ke loket-loket pembantu 
5) Memeriksa perkembangan perkreditan di loket-loket pembantu 
b. Seksi Pengawasan Pembukuan dan Kas 
1) Melakukan audit atas pelaksanaan pembukuan baik di bidang 
pengerahan dana maupun di bidang perkreditan 
 
 
2) Melakukan audit atas kebenaran dari surat pertanggungjawaban 
(SPJ) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku 
3) Melaksanakan kas opname 
4) Melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Kepala 
Bagian  
8. Bagian Umum 
 Tugas pokok dari Bagian Umum yaitu : 
a. Membantu Direksi di bidang tugasnya 
b. Menyediakan perlengkapan/peralatan yang dibutuhkan oleh bank, 
baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap 
c. Menyusun dan mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan 
kebutuhan kepegawaian dan logistik bank 
Tugas dari seksi-seksi yang ada pada Bagian Umum yaitu : 
a. Seksi Kepegawaian 
1) Merencanakan kebutuhan tenaga kerja 
2) Mengadakan penerimaan pegawai 
3) Melaksanakan pengangkatan pegawai 
4) Melaksanakan evaluasi dan penilaian/pengujian terhadap pegawai 
dalam pelaksanaan tugasnya 
5) Melaksanakan pemberian pangkat dan jabatan 




b. Seksi logistik 
1) Menentukan perencanaan pengadaan barang-barang kantor dan 
inventaris 
2) Melaksanakan pengedaan pencatatan dan perawatan barang-
barang kantor dan inventaris 
3) Melaksanakan kegiatan dalam rangka penghapusan barang-barang 
inventaris sesuai prosedur tata cara penghapusan barang-barang 
inventaris (sesuai dengan hukum yang berlaku) 
6. Kegiatan Usaha 
Dalam menjalankan fungsinya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi 
dan membantu ekonomi di pedesaan serta meningkatkan pendapatan 
perkapita di pedesaan maka usaha PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten 
Karanganyar dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit. Adapun jenis-jenis simpanan yang diharapkan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat atau nasabah adalah sebagai berikut ini. 
a. Tabungan 
Tabungan adalah simpanan yang disediakan bagi masyarakat agar 
dana simpanannya memberikan manfaat yang maksimal bagi si 
penabung. Syarat untuk membuka tabungan baru adalah mengisi 
formulir aplikasi pembukaan rekening dan melampirkan fotocopy 





Deposito adalah simpanan dengan masa keterikatan berjangka waktu 
tertentu diperuntukkan bagi masyarakat agar investasinya aman dan 
memberikan hasil yang optimal. Syarat untuk membuka deposito baru 
adalah cukup dengan mengisi formulir aplikasi, melampirkan 
fotocopy KTP/SIM dan menyetorkan uang minimal Rp. 1.000.000,- 
c. Pinjaman/Kredit 
Jenis-Jenis kredit di PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten Karanganyar 
dapat dibagi menjadi 5 Kelompok yaitu : 
1) Kredit Karyawan 
Kredit Karyawan adalah kredit yang diberikan pada pegawai, 
dengan bunga flat 1% dengan jangka waktu antara 10 bulan 
sampai 120 bulan. Nominal kredit yang diberikan antara Rp. 
5.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,-. Sistem pembayaran 
angsuran langsung dipotong dari rekening gaji nasabah. Dalam 
kredit ini jiwa nasabah diasuransikan. Maksud pengangsuransian 
jiwa nasabah adalah jika nasabah meninggal dunia maka 
tunggakan kredit akan dilunasi oleh pihak asuransi, hal ini akan 
menguntungkan kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah. 
Pembayaran premi ditanggung oleh pihak nasabah. Pembayaran 
premi oleh nasabah baru sebesar 1% dari plafond, sedangkan 




Persyaratan Kredit Karyawan : 
a) Mengisi formulir permohonan yang disediakan bank, diketahui 
oleh bendahara dan kepala dinas 
b) Melengkapi persyaratan jaminan : 
· Untuk Pegawai Negeri Sipil 
i. SK Capeg/angkatan 
ii. Kartu Pegawai 
iii. Kartu Taspen 
· Untuk TNI/Polri 
i. SKEP/SK Pertama (asli) 
ii. ASABRI (asli) 
c) Biaya provisi sebesar 2% dan biaya administrasi sebesar 0,5% 
d) Kredit tanpa tambahan jaminan, khusus Kabupaten 
Karanganyar 
e) Untuk luar daerah Kabupaten Karanganyar kredit diatas Rp. 
50.000.000,- ditambah jaminan sertifikat atau BPKB 
f) Melengkapi lampiran antara lain :  
i. Foto copy KTP Suami Istri dan KK terbaru 
ii. Perincian gaji cap dinas 
2) Kredit Umum 
Jenis produk kredit ini diberikan pada nasabah dengan bunga 1.5 
% flat, tabungan wajib 2.5% provisi sebesar 2% dan biaya 
administrasi sebesar 0.5%. 
 
 
Persyaratan Kredit Umum : 
a) Harus mempunyai usaha yang sudah yang sudah berjalan 
untuk dikembangkan 
b) Mengisi blangko Permohonan Kredit Umum 
c) Melampirkan surat keterangan kelurahan (yang ditempati). 
Dengan keperluan guna pinjam di PD. BPR. Bank Daerah 
Kabupaten Karanganyar 
d) Mengisi surat keterangan sertifikat dari Bank Daerah, diisi 
oleh kelurahan disertai tanda tangan kepala desa dan dibubuhi 
stempel 
e) Foto copy KTP (suami, istri dan penjamin) dua lembar 
f) Setiap enam bulan sekali mendapat pengembalian bunga 10% 
dari bunga yang masuk tiap bulannya bagi angsuran tepat 
waktu 
g) Pelunasan lebih dari 50% angsuran, sisa pokok + bunga bulan 
pelunasan + satu kali bunga 
h) Pelunasan kurang dari 50% angsuran, sisa poko + bunga bulan 
pelunasan + dua kali bunga 
3) Kredit Profesi 
a) Kredit Guru Bantu 
Jenis produk ini diberikan untuk para guru dengan bunga 1% 
flat, biaya provisi sebesar 2%, biaya administrasi sebesar 




1. Foto copy KTP dan KK (1 Lembar) 
2. Foto copy nomer rekening tabungan (1 lembar) 
3. Surat keterangan masih aktif mengajar 
4. Jaminan 
a. SK Guru Bantu 
b. SPK baru 
c. BPKB/Sertifikat atas nama sendiri atau orang tua 
5. Pinjaman maksimal Rp.10.000.000,- 
6. Jangka waktu 24 bulan 
b) Kredit Bidan/Perawat 
Jenis produk ini diberikan pada bidan dengan bunga 1% flat, 
provisi 2%, biaya administrasi sebesar 0.5%, besar pinjaman 
maksimal Rp. 20.000.000,- dengan jangka waktu pembayaran 
angsuran 12, 24 ,dan 36 bulan. 
Persyaratan : 
1. Foto copy KTP dan KK (1 lembar) 
2. Jaminan SK capeg, sertifikat atau BPKB 






c) Kredit PPL 
Jenis produk kredit ini diberikan dengan bunga 1% flat, biaya 
provisi sebesar 2%, biaya administrasi sebesar 0.5%, pinjaman 
maksimal Rp. 10.000.000,- dan jangka waktu 24 bulan. 
Persyaratan : 
1. Foto copy KTP dan KK (1 lembar) 
2. Jaminan dapat dipilih salah satu : 





4) Kredit Kelompok 
Kredit Kelompok ini diberikan kepada nasabah yang terdiri dari 5-
10 orang yang berada di kawasan usaha yang sama. Dalam produk 
ini bunga kredit sebesar 1,5% flat, jangka waktu hingga 5 tahun, 
maksimal Rp. 50.000.000,-. Setiap kelompok akan dipimpin oleh 
seorang ketua. Dalam satu wilayah, seorang koordinator dapat 
membawahi hingga 5 kelompok. 
Kredit Kelompok dibagi menjadi 2 yaitu : 




1. Bunga 1% tetap, Provisi 2%, Tabungan Wajib 2,5%, untuk 
Pundi Tabungan Wajib 5%, administrasi 0,5% 
2. Punya usaha yang berjalan untuk dikembangkan 
3. Mengisi blangko permohonan kredit 
4. Foto copy KTP (suami, istri, dan penjamin) 2 lembar, 
sertifikat, KK, PBB terakhir. 
5. Anggota minimal 5 orang, maksimal 10 orang. 
6. Pinjaman maksimal Rp. 3.000.000,-/orang 
b) Kredit Kelompok Pengusaha Kecil 
Persyaratan : 
1. Bunga 1,33% tetap, Provisi 2%, Tabungan Wajib 5%, 
Administrasi 0,5% 
2. Punya usaha yang berjalan untuk dikembangkan 
3. Mengisi blangko permohonan kredit  
4. Foto copy KTP (suami, istri, dan penjamin) 
5. Anggota minimal 5 orang, maksimal 10 orang 
6. Pinjaman maksimal Rp. 5.000.000,-/orang 
5) Kredit Desa 
Kredit Desa adalah Kredit yang diberikan pada pengusaha yang 
ada di desa tertentu dengan angsuran satu minggu sekali bunga 






1. Mengisi blangko 
2. Foto copy KTP 
3. Jaminan BPKB/Sertifikat kios 
6) Kredit Pasar 
Kredit Pasar adalah kredit yang diberikan pada para pedagang 
yang ada di pasar sesuai hari pasarannya. Misalnya di pasar 
kliwon, dengan angsuran 5 hari sekali 4% flat perbulan. Maksimal 
pinjaman Rp. 3.000.000,-, jangka waktu 10 minggu. Untuk 
memudahkan para nasabah maka pihak bank membuka loket 
khusus di pasar yang terkait sesuai dengan jadwal operasi pasar 
itu. 
Persyaratan Kredit Pasar : 
a) Pinjaman diatas Rp. 500.000,- : 
1. Mengisi blangko 
2. Foto copy KTP 
3. Jaminan BPKB/Sertifikat kios 
b) Pinjaman dibawah Rp. 500.000,- : 
1. Mengisi blangko 
2. Foto copy KTP 





B. Latar Belakang Masalah 
Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi saat ini maka akan 
semakin terasa perlunya kebutuhan sumber-sumber dana untuk membiayai 
kegiatan usaha tersebut. Pembangunan di segala bidang usaha dan industri 
tentunya memerlukan dana pendukung yang tidak sedikit, dan untuk itu peran 
perbankan nasional yang tangguh dan efisien sangat menentukan. Hal 
tersebut tampak jelas pada perkembangan jumlah kredit perbankan yang 
mempengaruhi secara langsung sistem perekonomian nasional. Untuk lebih 
mendorong terciptanya hal tersebut diperlukan lembaga perbankan yang sehat 
dan dinamis (rentabilitas tinggi), yang mana mampu memberikan pelayanan 
semestinya kepada masyarakat yang memerlukan. 
Lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang 
mempunyai nilai strategis di dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. 
Lembaga keuangan tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang 
kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. 
Dengan demikian lembaga perbankan tersebut memberikan jasa dalam 
kegiatan perkreditan, yaitu melayani kebutuhan pembiayaan serta 
melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor 
perekonomian. 
Selain bank umum di Indonesia terdapat pula jenis usaha bank yang lain 
dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas dalam penghimpunan dana dan 
penyaluran dana pada masyarakat. Unsur terkecil di dalam fungsi usaha bank 
 
 
ini salah satunya diwujudkan dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 
Tujuan utama pembentukan BPR di desa-desa adalah untuk menghindari 
praktik lintah darat dengan bunga yang tinggi. Dengan beroperasinya BPR di 
daerah maka diharapkan pemerataan pembangunan dapat dinikmati oleh 
seluruh lapisan rakyat. Tentunya BPR tersebut eksistensinya jelas dan 
mengandung kepastian hukum/Berbadan hukum, serta telah terdaftar dan 
diakui keberadaannya oleh Bank Indonesia berdasar Surat Keputusan Direksi 
Bank Indonesia. 
PD. BPR. Bank Daerah adalah salah satu lembaga keuangan yang salah 
satu tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan 
deposito dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Mengingat 
proses pemberian kredit ini mengandung kerawanan adanya penyelewengan 
serta mempunyai resiko yang cukup besar yaitu apakah pinjaman beserta 
bunga kredit yang akan diberikan kepada para nasabah dapat kembali 
diterima sesuai dengan perjanjian kredit yang diberikan, maka diperlukan 
sistem pengendalian intern yang baik. Dengan adanya sistem pengendalian 
intern yang baik ini diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi, 
mengendalikan dan meneliti dengan cermat besarnya kredit yang diberikan 
kepada masyarakat.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara penerapan sistem dan 
prosedur pemberian kredit yang terjadi dalam aktivitas yang telah dijalankan 
oleh PD. BPR. Bank Daerah, mengetahui permasalahan yang terjadi pada 
 
 
sistem dan prosedur pemberian kredit yang dihadapi, serta mengetahui 
langkah-langkah yang ditempuh oleh PD. BPR. Bank Daerah dalam 
memecahkan masalah yang dihadapinya berkaitan dengan sistem dan 
prosedur pemberian kredit. 
Oleh karena itu dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis 
memilih judul : “EVALUASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA 
PD. BPR. BANK DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR”. 
 
C. Perumusan Masalah 
Kebijakan bank dalam memberikan kredit atau tidak kepada nasabah 
merupakan aktivitas yang penting bagi kelangsungan operasi bank. Apabila 
keputusan pemberian kredit dilakukan secara baik dan benar maka 
kemungkinan risiko terjadinya kredit bermasalah dapat dicegah oleh bank. 
Kredit merupakan sumber penghasilan bank sekaligus merupakan sumber 
risiko bisnis tertinggi. Apabila kredit disetujui berarti pihak kreditur telah 
bersedia melepaskan sebagian hartanya untuk dikuasai oleh debitur 
(nasabah). 
Berdasarkan penjelasan tersebut yang menjadi pokok permasalahan 
sebagai berikut ini : 




2. Apakah sistem pengendalian intern telah diterapkan pada sistem 
pemberian kredit? 
3. Apakah ada kredit yang bermasalah dan bagaimana cara mengatasinya? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini : 
1. Mengetahui pelaksanaan prosedur pemberian kredit di PD. BPR. Bank 
Daerah Kabupaten Karanganyar. 
2. Memberikan masukan yang positif bagi peningkatan efektivitas 
pelaksanaan prosedur pemberian kredit di PD. BPR. Bank Daerah 
Kabupaten Karanganyar. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai 
berikut ini : 
1. Bagi PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten Karanganyar 
Penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam mengevaluasi 
sistem pemberian kredit pada PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten 
Karangnayar. 
2. Bagi Peneliti 
Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah, menerapkan dan 
membandingkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam 
dunia kerja nyata. 
 
 
3. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi para 
akademisi yang tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang 























LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN 
 
A. Landasan Teori 
1. Pengertian Sistem dan Prosedur 
Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan atau prosedur 
yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan 
pokok perusahaan (Mulyadi, 2001:5). 
Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 
melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat 
untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 
terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2001:3) 
Sistem akuntansi dapat didefinisikan sebagai organisasi, formulir, 
catatan, dan laporan keuangan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 
menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 
memudahkan pengelolaan perusahaan ( Mulyadi, 2001:3). 
 
2. Sistem Akuntansi Pemberian Kredit 
a. Pengertian Sistem Akuntansi Pemberian Kredit 
Sistem akuntansi pemberian kredit adalah rangkaian dari cara atau 
prosedur dalam pemberian kredit yang mencakup tahapan 




suatu sistem yang berurutan dan berkaitan erat dalam pelaksanaan 
pemberian kredit. 
b. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi sistem akuntansi 
pemberian kredit perusahaan sebagai berikut ini: 
1) Unit organisasi yang terkait 
a) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 
fungsional secara tegas, 
b) Sistem wewenang dan otorisasi, 
c) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
setiap unit organisasi, 
d) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
2) Dokumen yang digunakan 
a) Pencatatan nomer urut tercetak pada dokumen sehingga 
pemakaiannya dapat dipertanggungjawabkan, 
b) Dokumen yang digunakan tersebut harus sudah cukup 
memadai dan cukup merekam data-data kegiatan pemberian 
kredit, 
c) Dokumen yang digunakan dibuat rangkap agar tidak terjadi 
penyelewengan. 
3) Catatan akuntansi yang Digunakan 




b) Catatan akuntansi harus mencatat semua transaksi yang benar- 
benar terjadi, 
c) Catatan akuntansi harus mencatat transaksi dalam periode 
akuntansi yang sebenarnya. 
4) Jaringan Prosedur yang membentuk sistem 
a) Jaringan prosedur yang membentuk suatu sistem akuntansi 
harus dapat membentuk sistem pemberian kredit yang 
sebenarnya. 
b) Jaringan prosedur yang membentuk suatu sistem akuntansi 
harus dapat dilaksanakan sesuai dengan sistem tersebut. 
5) Bagan Alir yang Digunakan 
a) Kesesuaian yang mengkomunikasikan hasil analisis sistem dan 
rancangan sistem kepada pemakai informasi 
b) Bagan Alir telah mencerminkan aliran data dan dokumen 
dalam sistem digunakan simbol-simbol standar 
c) Antara prosedur sistem yang telah dirinci dengan yang 
digambarkan saling berkesesuaian. 
 
3. Sistem Pengendalian Intern 
Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, 
dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 
 
 
efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 
2001:163) 
Tujuan sistem pengendalian intern menurut definisi di atas dapat 
dirumuskan sebagai berikut ini : 
a. Menjaga kekayaan organisasi, 
b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 
c. Mendorong efisiensi, dan 
d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 
Menurut Mulyadi (2001:164), ada empat unsur sistem 
pengendalian intern. Keempat unsur sistem pengendalian intern tersebut 
adalah sebagai berikut ini. 
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 
 secara tegas. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam 
 perusahaan sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai 
 berikut ini : 
1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari 
fungsi akuntansi, dan 
2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 
melaksanakan semua tahap transaksi 
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan 
biaya. Hal ini berarti bahwa setiap transaksi hanya dapat terjadi atas 
 
 
dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk 
menyetujui transaksi tersebut. 
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi. 
Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang serta 
prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana 
dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik 
yang sehat dalam pelaksanaannya. 
 Cara-cara yang umum ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan 
praktik yang sehat sebagai berikut ini. 
1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya 
harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang. 
2) Pemeriksaan mendadak yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan 
terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal 
yang tidak teratur. 
3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir 
oleh satu orang atau oleh satu unit organisasi tanpa ada campur 
tangan dari orang atau unit organisasi lain. 
4) Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin, sehingga akan 
dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan 
tugasnya, sehingga penyelewengan dapat dihindari. 
5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak, 
 
 
6) Secara periodik dilakukan pencocokan fisik kekayaan dengan 
pencatatannya, dan 
7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 
keefektifan unsur-unsur sistem pengendalian intern. 
d. Karyawan yang cakap dan mempunyai mutu di bidangnya. 
 Tingkat kecakapan karyawan mempengaruhi sukses atau tidaknya 
suatu sistem pengendalian intern. Karyawan yang jujur dan ahli dalam 
bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan 
pekerjaannya dengan baik, meskipun hanya sedikit unsur sistem 
pengendalian intern yang mendukungnya. Cara-cara yang ditempuh 
oleh perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan 
dapat dipercaya antara lain sebagai berikut ini : 
1) Seleksi karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 
pekerjaannya, dan 
2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 
perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 
 
4. Kredit 
a. Pengertian Kredit 
Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani credere yang berarti 
kepercayaan atau dalam bahasa latin creditum yang berarti 
kepercayaan akan kebenaran. Pengertian kredit secara ekonomi adalah 
 
 
penundaan pembayaran, artinya uang atau barang yang diterima 
sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang. 
 Pengertian kredit yang lain dapat dijelaskan sebagai berikut 
ini: 
a. Menurut Kohler yang dikutip Mulyono (1993:10). 
Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian 
atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, 
pembayarannya akan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang 
telah disepakati. 
b. Menurut Suyatno (1995:56) 
Kredit adalah suatu hak untuk menerima pembayaran atau 
kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang 
diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan 
barang-barang sekarang. 
  Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut 
  ini. 
a. Adanya suatu penyerahan uang, tagihan, atau barang yang 
menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain,dengan harapan 
pemberi pinjaman akan memperoleh suatu tambahan nilai dari 
pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga. 
 
 
b. Proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang 
saling mempercayai antara kedua belah pihak, kedua belah pihak 
ini akan mematuhi kewajibannya masing-masing. 
c. Adanya kesempatan pelunasan hutang dan bunga yang akan 
diselesaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. 
 
b. Prinsip-Prinsip Perkreditan 
Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat 
telah dikenal adanya prinsip 5C atau juga ada yang menyebutnya 6C 
(Mulyono,1993:11-18), 5C atau 6C tersebut dapat dijelaskan berikut 
ini : 
a. Character 
Maksud dari Character atau sifat ini yaitu adanya keyakinan dari 
kreditur bahwa debitur mempunyai sifat-sifat yang positif dan 
bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. 
b. Capacity 
Maksud dari Capacity disini yaitu suatu penilaian kepada calon 
debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya 
dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang 
akan dibiayai dengan kredit dari bank. 
c. Capital 
Maksud dari capital atau modal ini adalah jumlah modal yang 
dimiliki calon debitur. Dalam kaitan bisnis yang murni, semakin 
 
 
kaya seseorang semakin dipercaya untuk memperoleh kredit 
karena kemampuannya untuk mengembalikan kredit bisa 
diandalkan. 
d. Collateral 
Maksud dari Collateral atau jaminan ini adalah barang-barang 
yang diserahkan peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit 
yang diterimanya. Manfaat Collateral adalah sebagai alat 
pengaman apabila suatu usaha yang dibiayai dengan kredit 
tersebut gagal atau debitur tidak mampu melunasi kredit. 
e. Condition of Economy 
Maksud dari Condition of Economy ini adalah situasi dan kondisi 
politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi 
keadaan perekonomian yang dapat berpengaruh pada kelancaran 
usaha debitur yang memperoleh kredit. 
f. Constraint 
Maksud dari Constraint ini adalah batasan-batasan atau hambatan 
yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu 
tempat. 
 
c. Unsur -Unsur Kredit 
Menurut Suyatno (1995:15) dalam bukunya Dasar-Dasar 




a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman kredit 
bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, 
atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan 
datang 
b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 
prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang 
akan datang. 
c. Degree of Risk, yaitu suatu tingkat risiko yang dihadapi sebagai 
akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara 
pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima 
kemudian hari. 
d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk 
uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. 
 
d. Tujuan dan Fungsi Kredit 
Suyato (2003:15), berpendapat bahwa tujuan kredit yang 
diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintahan yang akan 
mengembangkan tugas sebagai agent of development adalah untuk : 
a. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan 
pembangunan. 
b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan 




c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, 
dan dapat memperluas usahanya. 
Menurut Suyatno (2003: 16-17) fungsi kredit dapat disebutkan 
sebagai berikut ini: 
a. Meningkatkan daya guna uang 
b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 
c. Meningkatkan daya guna barang 
d. Sebagai alat stabilitas ekonomi 
e. Meningkatkan usaha 
f. Meningkatkan pendapatan 
g. Meningkatkan hubungan internasional. 
 
e. Macam-Macam Kredit 
Macam-macam kredit yang diberikan oleh perbankan kepada 
masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, menurut Suyatno (2003: 
25-29) kredit dapat dibedakan sebagai berikut ini. 
a. Kredit dilihat dari tujuannya 
1) Kredit Konsumtif 
Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan 





2) Kredit Produktif 
Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan 
untuk 
memperlancar jalannya proses produksi 
3) Kredit Perdagangan 
Kredit perdagangan yaitu kredit yang diberikan denagn tujuan 
untuk 
membeli barang-barang untuk dijual lagi 
b. Kredit dilihat dari jangka waktunya 
1) Kredit Jangka Pendek 
Kredit jangka pendek yaitu kredit yang diberikan oleh bank 
kepada debitur dengan jangka waktu maksimum satu tahun. 
2) Kredit Jangka Menengah 
Kredit jangka menengah yaitu kredit yang diberikan oleh 
bank kepada debitur dengan jangka waktu antara satu samapi 
tiga tahun. 
3) Kredit Jangka Panjang 
Kredit jangka panjang yaitu kredit yang diberikan oleh bank 
kepada debitur dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun. 
c. Kredit dilihat dari jaminannya 
1) Kredit Tanpa Jaminan (Unsecured Loan) 
Unsecured Loan yaitu kredit yang diberikan oleh bank 
kepada debitur tanpa menggunakan jaminan. 
 
 
2) Kredit Dengan Angunan (Secured Loan) 
Secured Loan yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada 
debitur dengan menggunakan angunan/jaminan. 
d. Kredit dilihat dari penggunaanya. 
1) Kredit Eksploitasi 
Kredit eksploitasi yaitu kredit berjangka waktu pendek yang 
diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk 
membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat 
berjalan dengan lancar 
2) Kredit Investasi 
Kredit investasiyaitu kredit jangka menengah atau jangka 
panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan 
untuk melakukan investasi atau penaman modal 
 
f. Jaminan Kredit 
Jaminan atau angunan adalah penyerahan kekayaan dari 
debitur kepada kreditur sebagai pernyataan kesanggupan seseorang 
untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang (Suyatno 
1995:81). 
 Kegunaan dari barang jaminan tersebut adalah untuk 
memberikan hak dan kekuasaan kepada bank guna memperoleh 
pelunasan kredit dari hasil penjualan barang jaminan apabila debitur 
melakukan ingkar janji dan mendorong kepada debitur untuk 
 
 
memenuhi perjanjian kredit. Oleh karena itu, para analisis kredit 
harus jeli dan teliti dalam penilaian barang-barang yang dijamin 
kepada bank, baik dari nilai ekonomis maupun nilai yuridis dari 
jaminan tersebut. 
 Secara umum, jaminan perkreditan dapat dilihat dari berbagai 
sudut, yaitu sebagai berikut. 
a. Dari pemilik barang jaminan itu sendiri, yaitu : 
1) Dapat berupa kekayaan si debitur yang bersangkutan, dan 
2) Dapat berupa kekayaan dari pihak ketiga lainnya yang 
digunakan untuk mengambil kredit. 
b. Dari fungsinya dalam kegiatan perkreditan, antara lain : 
1) Jaminan utama, yaitu barang yang diperoleh dari kredit yang 
dijaminkan, dan 
2) Jaminan tambahan, yaitu barang jaminan lainnya dengan 
maksud sebagai tambahan alat pengaman. 
c. Dari jumlah kreditur, dibedakan menjadi jaminan tanggal dan 
jaminan gabungan. 
1) Jaminan tunggal, yaitu suatu kekayaan hanya ada pengikatan 
jaminan dengan satu bank saja, dan 
2) Jaminan gabungan, yaitu diikat sebagai barang jaminan oleh 
beberapa kreditur secara bersama-sama atau sendiri oleh 
masing-masing kreditur yang bersangkutan. 
 
 
d. Dari sudut yuridis, dibedakan menjadi jaminan kebendaan dan 
jaminan bukan kebendaan. 
1) Jaminan kebendaan, dibedakan atas : 
a) Benda bergerak, yaitu mempunyai ciri-ciri sifatnya tidak 
bergabung dengan tanah (misal: kendaraan bermotor), 
dan 
b) Benda tidak bergerak, yaitu mempunyai ciri-ciri yang 
sifatnya tidak bergerak (misal: tanah, bangunan) dan 
ditentukan oleh undang-undang (misal: hak guna 
bangunan) 
2) Jaminan bukan kebendaan, yaitu suatu perjanjian dimana 
pihak ketiga menyanggupi kepada pihak berpiutang, bahwa 
ia menyanggupi pembayaran suatu hutang apabila orang 
yang berhutang tidak menepati janjinya.  
 
5. Kredit Bermasalah 
Kredit bermasalah adalah kredit yang mengalami penunggakan 
dalam pengembalian pelunasannya/angsurannya. Menurut Mulyono 
(1993:434), sebab-sebab terjadinya atau kesulitan pengembalian kredit 
yang telah diberikan kepada debitur dapat disebabkan berbagai masalah 





a. Masalah intern bank itu sendiri, yaitu anatara lain : 
1) Kurangnya ketelitian dalam menganalisis dari kekayaan calon 
debitur sebelum mendapatkan kredit, 
2) Pengawasan kredit yang dilakukan kurang tepat, 
3) Kurangnya pengalaman dari pejabat kredit, 
4) Tidak memiliki kebijakan kredit yang sehat, 
5) Adanya kepentingan pribadi pejabat bank, 
6) Pengikatan angunan yang kurang sempurna. 
b. Masalah dari debitur 
Masalah yang timbul dari faktor debitur atau nasabah karena 
kurang pertimbangan risiko yang akan terjadi, tidak kompeten dan 
kurang jujur nasabah dalam mengakui kondisi keuangannya. 
c. Masalah perekonomian secara makro 
Faktor eksternal penyebab kredit bermasalah karena perubahan 
kondisi perekonomian yang menurun/tidak stabil, adanya perubahan 
peraturan dan kemungkinan karena bencana alam. 
Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh suatu perusahaan 
dalam mengatasi kredit macet diantaranya sebagai berikut ini : 
1) Jadwal Ulang (rescheduling) 
Jadwal ulang atau rescheduling adalah perubahan syarat kredit 
hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu 




2) Persyaratan Ulang (reconditioning) 
 Persyaratan ulang atau reconditioning adalah perubahan sebagian 
atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan 
jadwal pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan 
lamanya. 
 Debitur jarang jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya 
sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih 
dapat beroperasi dengan menguntungkan, maka kreditnya dapat 
dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang. 
3) Likuidasi (liquidation) 
 Likuidasi atau liquidation adalah penjualan barang-barang yang 
dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan 
likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang 
benar-benar menurut bank sudah tidak dapat dibantu lagi atau 
usaha debitur sudah tidak mengalami prospek yang 
menguntungkan.  
 
B. Evaluasi Pemberian Kredit Pada PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar 
1. Sistem Pemberian Kredit pada PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar 
a. Syarat yang Harus Dipenuhi Pemohon Kredit 
  Untuk dapat mengajukan permohonan kredit pada PD. BPR. 
Bank Daerah Kabupaten Karanganyar, pemohon kredit harus 
 
 
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di PD. BPR. Bank Daerah 
Kabupaten Karanganyar, diantaranya adalah sebagai berikut. 
a. Pemohon kredit harus mempunyai KTP asli di wilayah kerja bank, 
yaitu yang berada di Kabupaten Karanganyar dan begitu pula 
dengan jaminan harus berada di wilayah yang sama dengan 
pemohon kredit. 
b. Pemohon kredit harus mempunyai kemampuan untuk membayar 
angsuran. 
c. Pemohon kredit harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan 
jangka waktu yang telah disepakati. 
d. Pemohon kredit harus bersedia mematuhi segala syarat-syarat dan 
ketentuan yang terlampir dalam formulir pengajuan kredit. 
Dokumen/persyaratan yang harus dilampirkan bersama 
formulir pengajuan kredit dibedakan berdasarkan jenis kreditnya, 
yaitu sebagai berikut : 
a. Kredit Karyawan 
Syarat-syaratnya dapat disebutkan sebagai berikut : 
1) Foto copy KTP suami-istri yang masih berlaku 
2) Foto copy kartu keluarga yang masih berlaku 
3) SK Pengangkatan terakhir dan kartu pegawai 
4) Slip gaji karyawan bulan terakhir  
b. Kredit Umum 
Syarat-syaratnya dapat disebutkan sebagai berikut : 
 
 
1) Surat rekomendasi dari Kepala Desa 
2) Foto copy KTP suami-istri yang masih berlaku 
3) Foto copy sertifikat tanah (untuk jenis jaminan tanah) 
4) Foto copy kartu keluarga yang masih berlaku 
5) Foto copy ijin usaha 
6) Foto copy PBB terakhir 
c. Kredit Profesi 
a) Kredit Guru Bantu : 
 Syarat-syaratnya dapat disebutkan sebagai berikut : 
1) Foto copy KTP yang masih berlaku 
2) Foto copy kartu keluarga yang masih berlaku 
3) Foto copy Nomer Rekening Tabungan 
4) Foto copy PBB terakhir 
b) Kredit Bidan/Perawat 
 Syarat-syaratnya dapat disebutkan sebagai berikut : 
1) Foto copy KTP yang masih berlaku 
2) Foto copy kartu keluarga yang masih berlaku 
3) Foto copy PBB terakhir 
4) Jaminan SIPB (untuk bidan), sertifikat tanah/BPKB 
5) Jaminan SK Capeg (untuk perawat), sertifikat tanah/BPKB 
c) Kredit PPL 
 Syarat-syaratnya dapat disebutkan sebagai berikut : 
1) Foto copy KTP yang masih berlaku 
 
 
2) Foto copy kartu keluarga yang masih berlaku 
3) Jaminan SK Capeg/Taspen/Sertifikat tanah/BPKB/ Karpeg 
d. Kredit Kelompok 
a) Kredit Kelompok Ketahanan Pangan (K3P) & PUNDI 
 Syarat-syaratnya dapat disebutkan sebagai berikut : 
1) Foto copy KTP suami-istri yang masih berlaku 
2) Foto copy sertifikat tanah 
3) Foto copy kartu keluarga yang masih berlaku 
4) Foto copy PBB terakhir 
b) Kredit Kelompok Pengusaha Kecil (K2PK) 
 Syarat-syaratnya dapat disebutkan sebagai berikut : 
1) Foto copy KTP suami-istri yang masih berlaku 
2) Foto copy sertifikat tanah 
3) Foto copy kartu keluarga yang masih bertlaku 
4) Foto copy PBB terakhir 
e. Kredit Pasar & Desa 
Syarat- syaratnya dapat disebutkan sebagai berikut ini : 
1) Foto copy KTP 
2) Jaminan BPKB/Sertifikat kios atau Jaminan Kartu Kuning 






2.  Fungsi yang Terkait 
Fungsi yang terkait dalam sistem pemberian kredit dapat 
disebutkan sebagai berikut ini : 
a. Pimpinan/Direksi 
Pimpinan/ Direksi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut ini. 
1) Memberikan keputusan terhadap permohonan pinjaman yang 
diberikan dengan melakukan penilaian kelayakan terhadap calon 
debitur. 
2) Memberikan persetujuan atas formulir permohonan pinjaman dan 
surat kuasa menjual yang diajukan oleh calon debitur, dengan 
menandatangani dokumen tersebut. 
3) Bertanggung jawab terhadap kelancaran kredit yang diberikan 
kepada masyarakat. 
4) Bertugas mengawasi dan mengotorisasi dokumen-dokumen yang 
digunakan dalam pemberian kredit. 
b. Bagian Kredit 
Bagian kredit mempunyai tanggung jawab sebagai berikut ini. 
1) Menerima pengajuan kredit dari calon debitur. 
2) Menyiapkan Formulir Permohonan Kredit, Surat Perjanjian 
Kredit, dan Surat Kuasa Menjual untuk diisi dan diotorisasi oleh 
pimpinan PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar 
3) Melakukan survey ke lapangan berkenaan dengan pengajuan 
kredit calon debitur, mengisi Formulir Pembahasan Kredit yang 
 
 
terdapat pada Formulir Permohonan Kredit, dan kemudian 
diserahkan kepada pimpinan untuk dinilai kelayakan calon 
debitur. 
4) Menentukan jumlah angsuran dan bunga dari nasabah kemudian 
mencatatnya dalam KP 
c. Kasir 
Bagian kasir mempunyai tanggung jawab sebagai berikut ini. 
1) Bertanggung jawab terhadap keamanan kas dan memastikan 
bahwa dana yang diberikan benar-benar telah diterima nasabah 
yang mengajukan kredit. 
2) Membuat Bukti Kas Keluar untuk mencatat seluruh pengeluaran 
kas dan membuat Bukti Pinjaman untuk mencatat Setoran 
Pinjaman untuk mencatat setoran angsuran dari debitur. 
d. Bagian pembukuan 
Bagian pembukuan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut ini. 
1) Bertanggung jawab atas pembukuan seluruh transaksi yang ada di 
PD.BPR. Bank Daerah Karanganyar terutama yang berhubungan 
dengan pemberian kredit tersebut. 
2) Mencatat dalam buku besar atas transaksi dan melakukan 
pengarsipan dokumen-dokumen. 
3) Membuat catatan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan 




3. Dokumen yang Digunakan 
Dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan 
pemberian kredit dan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan 
akuntansi lebih lanjut adalah sebagai berikut. 
1) Formulir Permohonan Kredit (FPK) 
Formulir ini disediakan oleh bank untuk calon nasabah atau calon 
debitur yang ingin mengajukan kredit. Dokumen ini diotorisasi oleh 
Direksi, kemudian dimintakan tanda tangan pemohon yang 
bersangkutan. 
2) Dokumen Syarat 
Dokumen syarat ini adalah dokumen-dokumen lampiran yang harus 
disertakan dalam pengajuan kredit. Dokumen ini tidak sama jenisnya, 
tergantung dari jenis kreditnya.  
3) Formulir Pembahasan Kredit (FPmbhK) 
Dokumen ini diisi oleh seksi analisis kredit berupa hasil pengecekan 
dan survey ke lapangan yang berkaitan dengan data dari calon debitur. 
4) Surat Perjanjian Kredit (SPK) 
Surat ini dibuat oleh bagian kredit yang berisi ketentuan yang 
mengikat nasabah untuk melunasi kewajibannya pada jangka waktu 
yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.  
5) Surat Kuasa Menjual (SKM) 
Surat ini berisi tentang kekuasaan yang diberikan oleh nasabah kepada 
bank untuk menjual angunan yang dijaminkan apabila penjualan yang 
 
 
diperoleh melebihi jumlah kreditnya, maka kelebihannya akan 
dikembalikan kepada pemiliknya. 
6) Kartu Pinjaman (KP) 
Kartu ini berisi tentang nama peminjam, besarnya angsuran dan bunga 
yang dibayarkan. Kartu ini dibuat rangkap dua, dimana lembar 
pertama diberikan kepada debitur dan lembar kedua diarsip oleh 
bagian kredit yang akan mencatat dalam kartu pinjaman apabila 
debitur tersebut akan mengangsur pinjamannya. 
7) Bukti Kas Keluar (BKK) 
Dokumen ini memuat tentang jumlah nominal baik untu kredit 
ataupun untuk pengeluaran lainnya. 
8) Bukti Pinjaman (BP) 
Bukti ini dibuat oleh kasir yang berisi pokok pinjaman, simpanan 
awal, dan biaya administrasi 
4. Catatan Akuntansi yang Digunakan 
Catatan Akuntansi yang digunakan oleh PD. BPR. Bank Daerah 
Kabupaten Karangnayar adalah sebagai berikut. 
1) Buku Besar 
Akun Buku besar yang digunakan dalam sistem pemberian kredit 
adalah piutang, pendapatan bunga, dan kas. 
2) Jurnal Pengeluaran Kas 
Jurnal ini digunakan untuk mencatat jumlah pinjaman yang diberikan 
kepada debitur dan pemberian biaya provisi serta penyetoran tunai. 
 
 
3) Buku Kredit 
Buku ini berisi berisi nama seluruh debitur yang mengambil kredit 
beserta jumlah kredit yang diambil. 
5. Prosedur Kredit 
Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit yang 
dilaksanakan di PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten Karanganyar adalah 
sebagai berikut. 
a. Nasabah Baru 
 Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit yang 
 dilaksanakan di PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten Karanganyar 
 adalah sebagai berikut.  
1) Prosedur Permohonan Kredit 
a) Bagian Kredit menerima permohonan kredit dari calon debitur 
b) Calon nasabah mengisi Formulir Permohonan Kredit 
c) Bagian Kredit menerima formulir permohonan kredit dan 
 dokumen-dokumen syarat. 
2) Prosedur Penelitian Kredit 
a) Bagian Kredit melakukan survey/peninjauan lapangan 
b) Bagian Kredit melakukan evaluasi kredit dan mengisi 






3) Prosedur Persetujuan Kredit 
a) Bagian Kredit membuat Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan 
Surat Kuasa Menjual (SKM) dan ditandatangani oleh calon 
debitur 
b) Bagian Kredit menyerahkan Formulir  Permohonan Kredit 
(FPK), Dokumen Syarat, Formulir Pembahasan Kredit 
(FPmbhK), Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan Surat Kuasa 
Menjual (SKM) ke Direksi untuk dianalisa kembali. 
c) Setelah kredit yang disetujui oleh Direktur, maka Formulir 
Pembahasan Kredit (FPmbhK), Surat Perjanjian Kredit (SPK), 
dan Surat Kuasa Menjual (SKM) diotorisasi oleh Direktur 
kemudian dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali ke 
bagian kredit. 
d) Bagian Kredit menentukan jumlah angsuran beserta bunganya 
kemudian mencatat dalam Kartu Pinjaman (KP) rangkap 2. 
4) Prosedur Pencairan Kredit 
a) Berdasarkan semua dokumen yang masuk dari Bagian Kredit, 
kasir membuat Bukti Kas Keluar (BKK) 1 lembar, dan Bukti 
Pinjaman (BP) 2 lembar, kemudian dimintakan otorisasi dari 
Direktur. 
b) Setelah semua dokumen diotorisasi oleh Direktur, uang dapat 
dicairkan dengan BP  lembar pertama, dan KP lembar pertama 
dan diserahkan kepada debitur. 
 
 
c) FPK, Dokumen Syarat, FPmbhK, SPK, SKM,dan KP lembar 
kedua dikembalikan ke bagian Kredit untuk diarsipkan. 
d) Kemudian BP lembar kedua serta BKK diserahkan ke bagian 
Pembukuan/Akuntansi 
5) Prosedur Pencatatan Kredit 
Bagian pembukuan menerima Bukti Pinjaman dan Bukti kas 
keluar dari bagian kasir, kemudian mencatat pada Jurnal 
Pengeluaran Kas, dan mencatat dalam buku besar. 
b. Nasabah Lama 
1) Pembaharuan/Perpanjangan 
a) Prosedur Permohonana Pembaharuan/Perpanjangan Kredit 
Nasabah lama mengajukan permohonan pembaharuan kredit 
dengan syarat-syarat pembaharuan. Adapun syarat-syarat 
pembaharuan adalah sebagai berikut ini 
a. Melunasi tunggakan semua bunga 
b. Membayar biaya administrasi 
b) Prosedur Penelitian Kredit 
Tidak dilakukan penelitian kredit, tetapi petugas melihat 
kondisi nasabah dari pinjaman sebelumnya 
c) Prosedur Persetujuan Kredit 





d) Prosedur Pencairan Kredit 
Nasabah menandatangani perjanjian kredit baru, proses 
selanjutnya adalah sama dengan pemberian kredit untuk 
nasabah baru. 
2) Penolakan kredit 
Penolakan permohonan pembaharuan/perpanjangan kredit, terjadi 
karena kondisi nasabah dari pinjaman  sebelumnya tidak baik. 
Penolakan permohonan ini berarti jangka waktu kredit tidak 
diperpanjang. Bank segera menegaskan kepada nasabah agar 
menyelesaikan semua kewajibannya kepada bank atau 
mengajukan rencana pelunasannya. 
Agar proses pemberian kredit ini lebih jelas, saya lampirkan bagan 
alir (flowchart) sistem pemberian kredit pada PD. BPR. Bank 




















































FPK untuk diisi 
& dimintakan 
rekomendasi ke 








FPK         : Formulir Permohonan 
           Kredit 
Dok. Syarat  : Dokumen persyaratan 
           dalam permohonan                             
















































Bagan Alir Persetujuan Kredit 
 
Bagian Kredit 


























































SPK : Surat Perjanjian Kredit 
SKM : Surat Kuasa Menjual 

































































































Membuat BKK, BP,kemudian 
diotorisasi oleh direksi, serta 
mengembalikan semua 
dokumen ke bag. kredit 
BKK 
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BP : Bukti Pinjaman 
BKK : Bukti Kas Keluar 




6. Jaminan Kredit 
Menurut Suyatno (1995:81), jaminan kredit diartikan sebagai 
penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk 
menanggung pembayaran kembali suatu utang. 
Kegunaan jaminan kredit menurut Suyatno (1995:81) adalah 
sebagai berikut : 
a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan 
pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan, 
b. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk 
membiayai, dan 
c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit. 
Jaminan yang dibutuhkan PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar 
adalah sebagai berikut : 
a. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pemohon atau bila sertifikat ini 
atas nama orang lain, maka orang lain tersebut masih dalam 
lingkungan keluarga 
b. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) 
c. Kartu Pegawai/SK untuk pegawai negeri 
 
7. Cara Pelunasan Kredit 
Cara Pelunasan kredit yang dilakukan pada PD. BPR. Bank 
Daerah Kabupaten Karanganyar adalah nasabah mengangsur sesuai 
dengan jumlah angsuran dan jadwal angsuran yang telah ditentukan dan 
 
 
harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Dan jika nasabah dapat melunasi 
tepat dengan jadwal pelunasan selama 6 kali berturut-turut, maka nasabah 
akan mendapat pengembalian bunga insentif sebesar 10% dari bunga 
yang masuk, hal ini dilakukan untuk mendorong nasabah untuk 
membayar pelunasan tepat pada jadwalnya angsurannya. 
 
2. Sistem Pengendalian Intern pada PD. BPR. Bank Daerah 
Karanganyar 
Unsur  sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit adalah 
sebagai berikut ini. 
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas. 
Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian 
tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk 
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Dalam 
hubungannya dengan proses pemberian kredit, telah dilakukan 
pemisahan fungsi. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam 
organisasi PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten Karanganyar 
didasarkan pada prinsip berikut ini : 
1) Telah ada pemisahan antara bagian kasir dengan bagian 
pembukuan, dan 





b. Sistem Wewenang dan Otorisasi 
Dalam setiap organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar 
otorisasi dari pejabat yang berwenang untuk menyetujui terjadinya 
transaski tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat 
sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada PD. BPR. Bank Daerah 
Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut. 
1) Direktur memberikan otorisasi pada SPK setelah dilakukan 
penelitian dan penilaian kredit oleh bagian kredit 
2) Direktur memberikan otorisasi terhadap dokumen SPK, BKK, BP 
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi. 
Pembagian tanggung jawab fungsional dari sistem otorisasi dan 
prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana 
dengan baik jika tidak diciptakan praktik yang sehat dalam 
pelaksanaannya. Adapun praktik yang sehat pada PD. BPR. Bank 
Daerah Kabupaten Karanganyar dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 
1) Adanya Satuan pengawas intern yang bertugas membantu direksi 
dalam bidang pengawasan dan penilaian kinerja PD. BPR. Bank 
Daerah Karanganyar secara berkala. Dengan adanya satuan 
pengawas intern akan menjamin efektifitas unsur-unsur sistem 
pengendalian intern, sehingga perusahaan akan terjamin 




2) Seluruh transaksi yang berhubungan dengan transaksi pemberian 
kredit, baik dari awal permohonan kredit sampai saat pembayaran 
angsuran kredit tidak dilakukan oleh satu unit saja, melainkan 
beberapa unit yang sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab 
dalam transaksi pemberian kredit 
3) Adanya perputaran jabatan pada semua bagian 
4) Adanya pemeriksaan mendadak kepada seluruh fungsi yang 
terkait dengan transaksi yang berhubungan dengan transaksi 
pemberian kredit terutama bagian kasir untuk mencocokkan 
jumlah uang yang tercantum dalam laporan keuangan dengan 
yang ada di tangan kasir. 
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
Karyawan yang jujur dan ahli di bidang yang menjadi tanggung 
jawabnya merupakan unsur terpenting dalam sistem pengendalian 
intern. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat 
dipercaya, cara yang dilakukan adalah sebagai berikut ini. 
1) Adanya seleksi terhadap calon karyawan berdasarkan keahlian 
yang sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan 
demikian diperoleh karyawan yang kompeten yang menghasilkan 
pertanggungjawaban yang dapat diandalkan. 
2) Adanya pengembangan mutu karyawan yang diwujudkan dengan 




3. Kredit Bermasalah 
Kredit bermasalah merupakan bagian dari kehidupan bisnis 
perbankan, bahkan bukan lagi menjadi barang baru di dunia perbankan 
saat ini. Namun apabila tidak ditangani secara professional, kredit 
tersebut (terutama yang berjumlah besar) akan membawa dampak 
merugikan. 
Pada PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten Karanganyar terdapat 
kredit bermasalah atau kredit macet, hal ini dapat diketahui dari peminjam 
kredit yang tidak membayar atau melunasi kredit sesuai dengan jangka 
waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Peminjam tidak membayar 
atau melunasi kredit ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti 
dijelaskan sebagai berikut ini. 
1. Kegagalan usaha nasabah 
2. Penggunaan kredit yang kurang tepat, misalnya dalam pengajuan 
digunakan untuk usaha tetapi kenyataannya digunakan untuk 
konsumtif. 
3. Karakter nasabah, misalnya nasabah dalam membayar selalu ditunda-
tunda, dan 
4. Adanya musibah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. 
Hal-hal yang dilakukan PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten 
Karanganyar dalam mengatasi debitur yang mengalami kredit bermasalah 
adalah sebagai berikut : 
1) Memberikan teguran lisan 
 
 
2) Mengeluarkan Surat Tagihan sampai tiga kali dalam waktu 2 minggu 
3) Apabila tidak mendapat tanggapan dari pihak debitur, maka pihak 
bank  mengeluarkan Surat Peringatan. Dengan prosedur lebih dari 3 
hari untuk surat Peringatan I, lebih dari 5 hari untuk Surat Peringatan 
II, dan lebih dari 7 hari untuk Surat Peringatan III, dan 
4) Apabila sudah mendapat Surat Peringatan sampai 3 kali ternyata tidak 
ada tanggapan dari pihak debitur, maka pihak bank berhak melakukan 
pengajuan pelelangan, dimana ada 2 cara melakukan pelelangan, 
sebagai berikut : 
a) Pelelangan yang diketahui oleh debitur yang bersangkutan, dan 
b) Pelelangan dengan jalan dibawah tangan, maksudnya pelelangan 

















 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pemberian kredit 
pada PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan informasi yang 
penulis peroleh langsung dari perusahaan. Setelah memperoleh informasi pada PD. 
BPR. Bank Daerah Kabupaten Karanganyar tentang fungsi yang terkait, dokumen 
yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, jaringan prosedur yang 
membentuk sistem, dan unsur sistem pengendalian intern, langkah selanjutnya yang 
dilakukan penulis adalah mengevaluasi sistem pemberian kredit pada PD. BPR. Bank 
Daerah Kabupaten Karanganyar yang didasarkan pada teori yang diuraikan pada sub 
bab terdahulu. Dalam evaluasi ini ditemukan adanya beberapa kelebihan dan 
kelemahan sistem pemberian kredit pada PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten 
Karanganyar. Kelebihan dan kekurangannya adalah sebagai berikut ini. 
A. Kelebihan 
1. Fungsi yang Terkait 
Transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan, harus dilakukan oleh 
beberapa fungsi dan setiap fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab 
penuh untuk melaksanakan semua tahap transaksi. Pada PD. BPR. Bank 
Daerah Kabupaten Karanganyar sudah terdapat pemisahan fungsi untuk 




kredit, fungsi penelitian kredit, fungsi persetujuan kredit, dan fungsi 
pencairan kredit. 
2. Dokumen yang Digunakan 
Dokumen sangat penting untuk menjalankan perusahaan, yang dapat 
digunakan untuk merekam transaksi pada saat terjadinya sehingga 
menjadi bukti tertulis dari transaksi yang terjadi. Dokumen yang 
digunakan pada PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten Karanganyar sudah 
cukup untuk merekam terjadinya transaksi pemberian kredit, karena 
dokumen-dokumen yang digunakan cukup memberikan manfaat berikut : 
a. Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan, 
b. Merekam data transaksi bisnis perusahaan, 
c. Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua 
dalam bentuk tulisan, dan 
d. Menyampaikan informasi ke pihak lain. 
Kelebihan penggunaan dokumen-dokumen pemberian kredit pada PD. 
BPR. Bank Daerah Karanganyar adalah bahwa dokumen dibuat 
sesederhana mungkin sehingga menghindarkan perekaman data yang 
tidak perlu dan membantu pencatatan ke jurnal yang diperlukan. 
3. Catatan Akuntansi yang Digunakan 
Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatatat, mengklasifikasikan, 
dan meringkas data keuangan pada PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar 




4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 
Jaringan prosedur yang membentuk sistem pada PD. BPR. Bank daerah 
Kabupaten Karanganyar sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang 
ditetapkan. 
5. Unsur Sistem Pengendalian Intern 
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab secara tegas 
Struktur organisasi yang ada pada PD. BPR. Bank Daerah 
Karanganyar telah membagi tanggung jawab fungsional secara tegas 
dan setiap fungsi tidak diberi tanggung jawab penuh melaksanakan 
semua tahap transaksi pemberian kredit, hal ini terbukti dengan 
terlibatnya beberapa bagian untuk melakukan transaksi pemberian 
kredit. 
b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 
Pada PD. BPR. Bank Daerah Karanganyar nampak adanya sistem 
yang mengatur pembagian wewenang untuk melakukan otorisasi 
dalam setiap transaksi oleh pihak yang berwenang, sehingga dalam 
pemberian otorisasi ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang, hal ini 
dimungkinkan agar ada pertanggungjawaban yang jelas. 
c. Praktik yang sehat 
Pembagian tanggung jawab fungsional, sistem wewenang, dan 
prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana 
dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik 
yang sehat dalam pelaksanaannya. 
 
 
Adapun cara-cara yang ditempuh PD. BPR. Bank Daerah 
Karanganyar untuk menciptakan praktik yang sehat, yaitu : 
5) Adanya Satuan pengawas intern yang bertugas membantu direksi 
dalam bidang pengawasan dan penilaian kinerja PD. BPR. Bank 
Daerah Karanganyar secara berkala. Dengan adanya satuan 
pengawas intern akan menjamin efektifitas unsur-unsur sistem 
pengendalian intern, sehingga perusahaan akan terjamin 
keamanannya dan data akuntansi akan terjamin ketelitian dan 
keandalannya. 
6) Seluruh transaksi yang berhubungan dengan transaksi pemberian 
kredit, baik dari awal permohonan kredit sampai saat pembayaran 
angsuran kredit tidak dilakukan oleh satu unit saja, melainkan 
beberapa unit yang sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab 
dalam transaksi pemberian kredit 
7) Adanya perputaran jabatan pada semua bagian 
8) Adanya pemeriksaan mendadak kepada seluruh fungsi yang 
terkait dengan transaksi yang berhubungan dengan transaksi 
pemberian kredit terutama bagian kasir untuk mencocokkan 
jumlah uang yang tercantum dalam laporan keuangan dengan 
yang ada di tangan kasir. 
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
Karyawan yang jujur dan ahli di bidang yang menjadi 
tanggungjawabnya merupakan unsur terpenting dalam sistem 
 
 
pengendalian intern. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten 
dan dapat dipercaya, cara yang dilakukan PD. BPR. Bank daerah 
Karanganyar  adalah sebagai berikut ini. 
3) Adanya seleksi terhadap calon karyawan berdasarkan keahlian 
yang sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan 
demikian diperoleh karyawan yang kompeten yang menghasilkan 
pertanggungjawaban yang dapat diandalkan. 
4) Adanya pengembangan mutu karyawan yang diwujudkan dengan 
adanya program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. 
 
B. Kelemahan 
Kelemahan-kelemahan pada PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten 
Karanganyar adalah sebagai berikut ini : 
1. Formulir Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit hanya dibuat 1 
lembar saja. 
2. Masih ada fungsi ganda yaitu fungsi permohonan kredit dengan analisa kredit 
yang seharusnya merupakan tugas dan tanggung jawab dari seksi analisa 
kredit. Tidak dipisahkannya kedua fungsi tersebut dapat memperbesar 
kecurangan yang dapat terjadi, karena kelayakan calon debitur untuk 
menerima pinjaman dari perusahaan tidak terjamin yang pada akhirnya 
pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kemungkinan besar tidak kembali. 
3. Tidak ada cuti wajib bagi karyawan. Dengan tidak adanya cuti wajib, 







 Dari  hasil temuan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemberian kredit pada PD. BPR. 
Bank Daerah Kabupaten Karanganyar sudah cukup baik walaupun masih 
terdapat beberapa kelemahan. 
 
B. Saran 
 Pada akhir penulisan ini, penulis ingin memberikan saran-saran pada 
PD. BPR. Bank Daerah Kabupaten Karanganyar untuk mencapai sistem 
pemberian kredit yang memadai atau lebih baik lagi. Adapun saran-saran 
tersebut adalah sebagai berikut ini. 
1. Sebaiknya Formulir Permohonan Kredit dan Surat Perjanjian Kredit 
dibuat rangkap 2. Lembar 1 untuk debitur dan lembar 2 diserahkan ke 
bagian kredit untuk arsip dan dapat digunakan sebagai cross check 
2. Sebaiknya dilakukan pemisahan fungsi permohonan kredit dan fungsi 
analisa kredit. Dengan pemisahan ini diharapkan dapat membantu bagian 
kredit dalam mengevaluasi permohonan kredit calon debitur, dalam 





3. Dilakukan cuti wajib untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang 
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